
















Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah (i) Untuk mengetahui tingkat kepatuhan hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 1 Bulukumba di Kabupaten Bulukumba. (ii) Untuk megetahui faktor determinan yang mempengaruhi kepatuhan hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 1 Bulukumba di Kabupaten Bulukumba. (iii) upaya yang telah dilakukan petugas untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas siswa di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data untuk mengolah data. Penelitian ini bersifat kualitatif. Data kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket, wawancara, dan dokumentasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui kepatuhan hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 1 Bulukumba di Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian ini menunjukkan (i) tingkat kepatuhan hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 1 Bulukumba tergolong rendah berdasarkan indeks 2,42 berada pada kategori “kurang baik” (ii) faktor determinan yang mempengaruhi kepatuhan hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 1 Bulukumba adalah minimnya pengetahuan hukum dan kurangnya kesadaran akan fungsi hukum tersebut. (iii) strategi yang telah dilakukan petugas adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa dan masyarakat melalui premitif, preventif, dan represif yang maksimal selain itu untuk memaksimalkan tugasnya perlu dukungan dari berbagai pihak khususnya melalui pendidikan formal, non formal, dan informal serta pemerintah terkait.





The objectives of the research are to discover : (i) the levels of compliance on traffic laws of the students SMAN 1 Bulukumba in Bulukumba District, (ii) the determinant factors which influence compliance on traffic laws of the students at SMAN 1 Bulukumba in Bulukumba District. (iii) the efforts conducted by the officers to overcome traffic offences of the students at SMAN 1 Bulukumba in Bulukumba District.The research is qualitative. Data collection techniques employed questionnaire, interview, and documentation. Data of the research were analyzed by using qualitative approach.The results of the research reveal that (i) the level of compliance on traffic laws of the students at SMAN 1 is categorized as low based on index 2.42 which is in Poor category, (ii) the determinant factors which influence compliance on traffic laws of the students at SMAN 1 Bulukumba are lack of legal knowledge and lack of awareness of the laws function, (iii) the strategies implemented by the officers are improving students and community’s knowledge and awareness through maximal preemptive, preventive, and repressive. Besides, in order to maximize their functions, the officers need supports from various parties, particulary through formal education, non-formal, and informal as well as related government.








Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Indonesia di idealkan dan dicita-citakan oleh “the founding fathers” sebagai suatu negara hukum (rechstaat). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.
Warga Negara yang baik adalah warga Negara yang taat pada hukum positif (hukum yang sedang berlaku), tetapi pada faktanya masih banyak warga Negara yang tidak mentaati peraturan-peraturan hukum yang ada. Misalnya saja kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam berlalu lintas.
	Kesadaran hukum merupakan salah satu ciri bahwa masyarakat telah memahami dan mengerti hukum. Kesadaran hukum warga negara dapat terlihat dari perilaku di mana dia berada. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu. Kesadaran hukum yang perlu di bangun adalah kesadaran hukum dalam berlalu lintas agar dapat meminimalisir pelanggaran hukum dalam berlalu lintas. Setiap pengendara seharusnya mengikuti aturan-aturan dalam berlalu lintas, dengan berperilaku tertib agar dapat mencegah hal-hal yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas, tapi pada kenyataannya masih banyak pengendara yang tidak mematuhi peraturan-peratutan hukum dalam berlalu lintas. Sikap kurang patuh terhadap peratauran berlalu lintas dapat menyebabkan kecelakaan berlalu lintas dan mengakibatkan timbulnya korban jiwa, berupa luka ringan, berat, cacat seumur hidup dan meninggal dunia.
Upaya dalam menciptakan kepatuhan dalam berlalu lintas jalan merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap pengguna jalan, masyarakat perlu paham bahwa hukum dibuat bukan hanya sekedar dipahami dan bila dilanggar akan mendapat sanksi. Hal demikian tentunya akan membuat pengendara hanya menghindarkan diri dari sanksi yang berlaku, dengan demikian pengendara yang tak terjangkau oleh aparat yang berwenang berpotensi melanggar aturan yang berlaku hal ini sangat membahayakan pula bagi pengendara yang lainnya karena ketidak patuhan dalam berkendara akan mempengaruhi pengguna jalan yang lainnya.
Kesadaran dan kepatuhan hukum siswa seyogianya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar siswa mengetahui dan memahami hukum tertentu, misalnya peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas. Melakukan penyuluhan hanya perlu dijelaskan pasal-pasal tertentu agar siswa merasakan manfaatnya karena berkaitan dengan apa yang dialami setiap saat.
Berbicara tentang kepatuhan hukum tentu tak lepas dari peranan masyarakat pula yang menjadi tempat bergaulnya para remaja. Ketertiban tak mungkin berjalan baik jika masyarakat tak mendukung dan mentaati aturan hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran dan kepedulian dalam menjaga ketertiban bersama serta menganggap hukum sebagai sarana terbaik dalam menyeleaikan berbagai pemasalahan bangsa, sudah pasti manfaat hukum tidak berjalan efektif tanpa adanya dukungan dari masyarakat.
		Kesadarn hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Achmad Ali (2009 : 300).
Kesadaran Hukum ada dua yaitu Kesadaran hukum positif (identik dengan “ketaatan hukum”) dan Kesadaran hukum negatif, (identik dengan “ketidaktaatan hukum”). Kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku” dan bukan “hukum sebagai aturan, norma, atau asas”. Achmad Ali (2009 : 300).
Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum demi meningkatkan “kesadaran hukum” yang positif baik dari warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum. 
Jadi istilah kesadaran hukum digunakan oleh para ilmuan sosial untuk mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memaknakan hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.
		Kesadaran hukum (rechtsbewustzjin; legal consciuness) yang dimiliki warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan. Kesadaran seseorang bahwa mencuri itu salah atau jahat, belum tentu menyebabkan orang itu tidak melakukan pencurian, jika pada saat dimana ada tuntutan mendesak, misalnya kalau dia tidak mencuri maka anak satu-satunya yang sedang sakit keras akan meninggal, karenanya tidak ada biaya pengobtan. 
		Adapun contoh lain, seseorang melanggar lampu merah di  traffic light adalah pelanggaran hukum dan menyadari pula bahwa hanya polisi yang berwenang untuk menangkap dan menilangnya, orang itu dengan kesadaran hukumnya tadi belum tentu tidak melanggar . Ketika orang itu melihat tidak ada polisi di sekitar traffict light, maka orang itu karena terburu-buru akan menghadiri suatu acara ataukah seorang siswa yang terburu-buru menuju sekolah, sekali lagi dengan kesadaran hukumnya, tetap menerobos karena tidak ada polisi di sekitar traffict light. 
Dalam berlalu lintas sering terjadi pelanggaran lalu lintas. Berikut pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi adalah :
1.	Berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti pengendara bermotor tidak memakai helm, 
2.	pengendara mobil tidak memakai safety belt.
3.	Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain, hal ini banyak faktor penyebabnya diantaranya pengendara dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan terburu-buru.
4.	Pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas, hal ini sering kita lihat di perempatan atau pertigaan yang terdapat lampu rambu lalu lintas, kebanyakan para pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas karena sedang terburu-buru atau malam menunggu karena terlalu lama.
5.	Tidak membawa surat tanda kendaraan (STNK) dan tidak membawa Surat Ijin Mengemudi (SIM).
Dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 terdapat istilah tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun beberapa pengertian dari istilah tersebut sebagai berikut :
1.	Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, prasarana lalu lintas, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.
2.	Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.
3.	Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
4.	Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
5.	Kendaraan adalah suatu sarana angkut dijalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor,
6.	Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
7.	Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada di atas pemukaan tanah, dibawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8.	Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. 
9.	Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
10.	Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang berbentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambing yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
11.	Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
12.	Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
13.	Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
14.	Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas
15.	Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
16.	Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
17.	Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan dimana terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
18.	Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kedaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajibannya setiap pengguna jalan.
19.	Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kedaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
20.	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, proses, penyimpanan dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
Adapun yang dikemukakan pemerintah RI dan DPR RI yang merupakan dasar pertimbangan untuk mengeluarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan yaitu :
1.	Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.	Lalu lintas dan angkutan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah.
3.	Pembangunan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu litas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.
4.	Undang-Undang No.14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru.
5.	Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c,dan d perlu membetuk undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. 
Hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran hukum.
		Adapun penjelasan kesadaran hukum guna terciptanya kepatuhan oleh Ahmad Sanusi (1991: 227) yaitu : 
		Kesadaran hukum ialah potensi memasyarakat dan membudaya dengan kaidah-kaidah mengikat dan dapat dipaksakan. Kesadaran hukum bersifat relatif dalam isinya maupun kekuatannya terhadap waktu dan tempat, ia berlangsung dalam proses pembentukannya, perkembangannya dan estabilannya untuk kemudian berubah dengan pembaruhan lagi. Sebagai batasan yang khusus dapat diartikan tentang kesadaran hukum itu sebagai potensi atau daya yang mengandung :
a.	Persepsi pengenalan, ketahuan, dan pengertian tentang hukum, termasuk konsekuensi-konsekuensinya
b.	Harapan, kepercayaan, bahwa hukum dapat memberi sesuatu kegunaan serta memberi perlindungan dan jaminannya dengan kepastian dan rasa keadilan
c.	Perasaan perlu dan butuh akan jasa-jasa hukum, dan karena itu sedia menghormatinya.
d.	Perasaan khawatir dan takut melanggar hukum, karena jika dilanggar maka sanksi-sanksinya dapat dipaksakan
e.	Orientasi, perhatian, kesanggupan, kemauan baik, sikap dan kesediaan serta keberanian mentaati hukum dalam hak maupun kewajibannya, karena kebenaran, keadilan dan kepastian hukum itu adalah kepentingan umum.
Di Kabupaten Bulukumba, masalah kenakalan remaja di rasa telah mencapai tingkat yang cukup mencemaskan bagi masyarakat. Kondisi ini memberi dorongan kuat kepada pihakyang bertanggungjawab mengenai masalah ini, seperti kelompok edukatif di lingkungan sekolah. Demikian juga pihak pemerintah, sebagai pembentuk kebijakan umum dalam pembinaan, penciptaan, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Faktor lain yang tidak dapat dikesampingkan pula adalah peranan masyarakat dan keluarga dalam menunjang hal ini. Pada kenyataannya kepatuhan hukum berlalu lintas pada siswa masih berada dalam tingkat kepatuhan hukum yang rendah, hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya siswa yang masih melakukan pelanggaran khsususnya di traffict light dan masih banyaknya siswa yang belum memiliki SIM berkendara dijalan raya. 
Penerapan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan masih menjadi sebuah aturan yang tidak dipahami oleh sebagian besar siswa. Sikap kurang patuh pada hukum dan tidak sadar akan pentingnya keteraturan masih kurang dipahami oleh kebanyakan remaja atau siswa, sebagaimana dapat kita lihat dari data hasil observasi awal calon peneliti di Polres Bulukumba, pelanggaran lalu lintas pada tahun 2014 mencapai 2.193 pelanggaran dan pada tahun 2015 mencapai 2.715 pelanggaran.
Dengan demikian, maka dalam upaya menciptakan kepatuhan hukum berlalu lintas jalan, yang menjadi perhatian adalah bagaimana seluruh lapisan masyarakat dapat memahami bahwa segala kepentingan dan hak-hak diayomi oleh hukum, masyarakatpun harus paham dan sadar bahwa hukum tak sekedar sebuah aturan yang hanya diketahui sebagai sebuah kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi namun juga harus sadar bahwa fungsi dari hukum itu sebagai pelindung untuk menciptakan sebuah keteraturan dan keselamatan. Dengan adanya pemahaman dari masyarakat atas mafaat dari kepatuhan hukum tersebut diharapkan dapat meminimalisir berbagai bentuk permasalahan dalam berlalulintas.
Dengan adanya pemahaman dari masyarakat atas mafaat dari kepatuhan hukum tersebut diharapkan dapat meminimalisir berbagai bentuk permasalahan dalam berlalulintas.
Untuk itu tujuan penelitian ini adalah :
1.	tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu lintas siswa SMA Negeri 1 Bulukumba di Kabupaten Bulukumba. 
2.	Faktor determinan yang mempengaruhi kepatuhan hukum berlalau lintas siswa SMA Negeri 1 Bulukumba di Kabupaten Bulukumba. 
3.	Upaya yang telah dilakukan petugas untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas siswa di Kabupaten Bulukumba.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada keutuhan (entity) sebuah fenomena (Endswarsa, 2003: 16). Dalam  rangka mengkaji perilaku suatu individu atau kondisi sosialnya dengan segala subjektifitas pemaknaannya, Individu dalam pilihan sikap dan tindakanya tidaklah berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan. Penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif, yaitu mengkaji objek yang mengungkapkan fenomena-fenomena yang ada secara kontekstual melalui pengumpulan data yang diperoleh. 
Sebagaimana menurut Moleong (2007:23).  mendefenisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati Dengan metode ini penulis mengharapkan dapat memperoleh data yang akurat dan lengkap berdasarkan fakta yang ada di lapangan.
Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini berlokasi di SMAN 1 Bulukumba dan POLRES Bulukumba Kabupaten Bulukumba. 
Peneliti sebagai istrumen utama dalam penelitian ini namun karena keterbatasan peneliti maka digunakan alat bantu sebagai berikut: lembar angket, pedoman wawancara, catatan dokumen, alat perekam dan kamera. Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang digunakan. Oleh karena itu, peneliti sebagai pengumpul data utama, karena penelitilah yang memahami secara mendalam tentang obyek yang diteliti. Peneliti harus mempersiapkan daftar pertanyaan dan alat tulis untuk memperoleh data dan dilanjutkan dengan teknik pengumpulan data. Peneliti juga harus aktif dalam mempersiapkan pedoman penelitian yang akan dipakai. Semua itu harus dilakukan agar kendala yang ada dapat segera diatasi dan dapat memperoleh hasil penelitian yang maksimal.
Data informan bersumber dari kepolisian Bulukumba, siswa dan guru SMA Negeri 1 Bulukumba. Penelitian ini memilih informan secara purposive, pemilihan informan secara purposive dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut: (1) informan yang dipilih yang terlibat langsung dalam hal kepatuhan hukum berlalu lintas karena dianggap dapat memberikan keterangan dan informasi terkait dengan masalah yang diteliti, (2) siswa SMA Ngeri 1 Bulukumba yang mengendarai sepeda motor dan (3) penelitian ini adalah penelitian deskriftif kualitatif, bersumber dari hasil angket, dan hasil wawancara mendalam dengan informan.
	Metode pengumpulan data merupakan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Angket, Wawancara,  dan Dokumentasi 




HASIL  DAN PEMBAHASAN
A. Hasil 
1. Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu lintas siswa SMA Negeri 1 Bulukumba di Kabupaten Bulukumba
Nilai rata-rata untuk “sosialisasi perturan pemerintah” berada pada angka “2,45” yang diperoleh dengan cara membagi jumlah perolehan nilai dengan jumlah responden. Apabila angka atau indeks 2,45 dinterpretasikan, maka pandangan siswa terhadap intensitas sosialisasi undang-undang berada pada kategori “kurang baik” atau “C”. 
Dari data tersebut pandangan siswa mengenai pelaksanaan sosialisasi  undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan tergolong rendah.
Adapun nilai rata-rata ke empat indikator pada aspek peraturan perundangan adalah : 1,98+2+2,46+2,45 = (8,89/4) = “2,2” maka aspek peraturan perundangan berada pada kategori “kurang baik” atau “C”. Dan dari data tersebut dalam mengukur tingkat kepatuhan siswa melalui aspek peraturan peundangan tergolong rendah.
	Adapun nilai rata-rata ke empat indikator aspek petugas (polisi) adalah ; 2,38+2,57+2,32+2,94= (10,21/4) =  “2,5” maka aspek petugas (polisi) berada pada kategori “kurang baik” atau “C”. Dan dari data tersebut dalam mengukur derajat kepatuhan siswa melalui aspek petugas (polisi) tergolong rendah.
Adapun nilai rata-rata ketiga indikator pada aspek rambu dan marka jalan adalah ; 2,4+2,81+2,55=(7,71/3)=”2,58” maka aspek-aspek rambu dan marka jalan berada pada kategori “baik” atau “B”. Dan dari data tersebut dalam mengukur derajat kepatuhan siswa melalui aspek rambu dan marka jalan tergolong baik.
Adapun nilai rata-rata ketiga indikator pada aspek dukungan masyarakat adalah 2,31+2,02+2,76=(7,08/3) = “2,36maka aspek dukungan masyarakat berada pada kategori “kurang baik” atau “C”. Dan dari data tersebut dalam mengukur tingkat kepatuhan siswa melalui aspek dukungan masyarakat tergolong rendah. 
Sedangkan nilai rata-rata dari empat aspek yang ada yaitu, peraturan perundangan, petugas (polisi), rambu dan marka jalan, dan dukungan masyarakat adalah : (1,98+2+2,46+2,45) + (2,38+2,57+2,32+2,94) + (2,4+2,81+2,25) + (2,31+2,02+2,76) = (8,89+10.21+7,71+7,08/14) = “2.42” maka empat aspek tersebut berada pada kategori kurang baik atau “C”.
	Dari analisis data tingkat kepatuhan yang berdasar dari akumulasi empat aspek maka dapat kita lihat bahwa tingkat kepatuhan hukum siswa tergolong rendah dikarenakan bila diinterpretasikan akumulasi keempat aspek tersebut berada di angka 2,42 yang berarti mendekati dari kategori 2,51-3,25, dan dari hasil ini dapat dibahas lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum.

2.	Faktor Determinan yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Siswa SMA
	Faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum berlalu lintas siswa di jalan raya menyangkut tentang hal-hal yang mempengaruhi tinggi-rendahnya kepatuhan siswa dalam mematuhi hukum berlalu lintas jalan, olehnya itu kita dapat mengetahui perihal terkait dari empat aspek yang mengukur tingkat kepatuhan dan berfokus terhadap pengendara yaitu siswa itu sendiri dari kumpulan siswa kelas 1, kemudian dilaksanakannya wawancara mendalam untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum berlalu lintas jalan.
a)	Pengetahuan hukum berlalu lintas jalan
Pengetahuan hukum berlalu lintas jalan merupakan dasar bagi pengendara guna mematuhi aturan yang berlaku, di Kabupaten Bulukumba pengetahuan siswa dalam berlalu lintas tergolong rendah hal ini terlihat pula dari hasil wawancara terhadap responden menunjukkan pengetahuan pengendara masih minim khususnya hal-hal yang tergolong sangat penting bagi pengguna jalan untuk diketahui guna terciptanya ketertiban, kenyamanan dan keselamatan dalam berkendara.
	Dari hasil wawancara mayoritas responden hanya menjawab seadanya dan hanya berdasarkan pengalamannya dalam keseharian berlalu lintas jalan bukan berdasarkan apa yang memang diketahuinya dari aturan-aturan yang berlaku dalam hal ini UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan beserta Peraturan Pemerintah RI No.55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Beberapa jawaban dari responden terkadang melenceng ataupun tidak lengkap dari apa yang sudah tertuang dari aturan yang berlaku. 
b)	Kesadaran berlalu lintas jalan
Kesadaran berlalu lintas jalan merupakan hal yang sangat penting ditanamkan dalam diri bagi setiap pengendara karena berlalu lintas sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat dizaman modern ini.
	Adapun beberapa penilaian dari hasil wawancara, pengetahuan siswa terhadap pasal 106 Ayat 4 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan rendah dan hal ini dapat kita ketahui dari jawaban responden yang cenderung menjawab hanya terhadap rambu-rambu lalu lintas saja dan responden yang memang tidak mengetahuinya terkadang menjawab tidak sesuai dari pertanyaan.
	Kesadaran berlalu lintas jalan merupakan hal yang sangat penting ditanamkan dalam diri bagi setiap pengendara karena berlalu lintas sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat dizaman modern ini. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti mayoritas responden berpendapat tentang pentingnya alat transportasi sebagaimana kutipan hasil wawancara dengan siswa yang bernama Fahrul Mubarak, berikut ini :
“Alat transportasi sangat penting bagi saya, karena untuk dipakai ke sekolah dan kegiatan sore di sekolah seperti pramuka dan osis” wawancara, 06 Februri 2017.
	Masih dengan pertanyaan yang sama senada pula yang dikemukakan oleh Afifa Mulya Salsabila tentang seberapa pentingkah alat transportasi menurut anda? “Penting sekali karena rumah saya dengan sekolah lumayan jauh jadi harus naik motor” wawancara, 06 Februari 2017.
	Bagaimana tentang seberapa pentingkah mematuhi peraturan berlalu lintas jalan, mayoritas responden berpendapat sangatlah penting, hal ini terlihat dari jawaban siswa atas nama Abdillah pada kutipan berikut “Penting agar tertib dan mencegah terjadinya kecelakaan” (wawancara, 06 Februari 2017)
	Berdasar dari hasil wawancara tersebut dapat dipastikan tingkat pemahaman siswa terhadap kegunaan alat transportasi dan dalam mematuhi peraturan berlalu lintas jalan sangatlah tinggi. Mayoritas responden berpendapat sangatlah penting namun ini tidak sejalan dengan kesadaran siswa dalam mematuhi aturan tersebut, ini terlihat dari beberapa keterangan dari responden berdasar hasil wawancara masih banyak yang belum memiliki SIM, karena seluruh siswa kelas 1 SMA belum bersyarat untuk memiliki SIM karena dianggap belum cukup umur untuk berkendara. Hampir seluruh siswa pernah mengikuti sosialisasi tertib lalu lintas. Diantaranya berikut kutipan hasil wawancara dengan siswa atas nama Fahrul Mubarak:
“Pernah ada sosialisasi. Ada polisi datang menjadi pembina upacara mensosialisasikan tentang tertib lalu lintas” (wawancara 06 Februari 2017)
	Dari hasil wawancara tersebut senada pula apa yang disampaikan Abdillah dengan kutipan sebagai berikut :
	“pernah sosialisasi tentang lalu lintas dan narkoba” (wawancara : 06 Februari 2017) 
Selain data dari siswa, ada juga hasil wawancara dengan salah seorang guru di Sekolah tersebut, tentang ketersediaan sarana parkir di Sekolah yang menjadi faktor pendukung seorang siswa mengendarai kendaraan bermotor ke Sekolah.  Ibu Hj. Nurhayati selaku Guru BK mengemukakan bahwa :
	“Sekolah memang menyediakan sarana parkir untuk siswa karena siswa SMA dianggap sudah bersyarat mengendarai kendaraan bermotor, sekolah kami juga hampir setiap bulan mendapat giliran kedatangan Polisi memberikan sosialisasi tentang tata tertib berlalu lintas dan dirangkaikan dengan bahaya penggunaan obat-obat terlarang seperti narkoba karena marak terjadi pada anak usia dini” (wawancara, 11 Februari 2017)
	Dalam kesadaran berlalu lintas jalan kita juga dapat melihat yang menjadi kecenderungan penyebab pengendara melanggar ketentuan lalu lintas jalan dan mayoritas responden melanggar diakibatkan karena terburu-buru. Ini terlihat dari petikan hasil wawancara dengan siswa atas nama Afifa Mulya Salsabila sebagai berikut : 
“saat terburu-buru dan kondisi mendukung atau jalanan sepi” (wawancara, 11 Februari 2017).
	Dari hasil wawancara tersebut senada pula apa yang disampaikan oleh Ahmad Maisar Suhadi Yusri, yaitu : “Kalau dalam kompleks saya tidak pernah pakai helm”
(wawancara, 11 Februari 2017). 
	Selain itu responden lain juga mengemukakan alasan yang berbeda dan ini paling sering terjadi di kalangan siswa atau remaja. Kutipan wawancara disampaikan oleh Desi Amalia sebagai berikut : “Pernah menerobos lampu merah dan menyalip kendaraan karena sudah hampir terlambat ke Sekolah” (wawancara, 11 Februari 2017).
	Begitupun dilihat dari kendaraan, mayoritas responden pernah berkendara melebihi kapasitas dari kendaraan itu sendiri, dari hasil wawancara Abdillah mengemukakan bahwa : “Pernah boncengan tiga dengan teman untuk pergi main bola,karena lapangan tidak jauh dari rumah” (wawancara 11 Februari 2017) 
	Lampu lalu lintas merupakan alat pemberi isyarat lalu lintas lampu ini akan menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah dan terdiri pula dari lampu hati-hati guna memperingatkan pengendara. Berdasarkan hasil wawancara hampir keseluruhan responden pernah melanggar lampu lalu lintas dan adapun kutipan wawancara sebagai berikut :  “Iya pernah, pada saat kondisi sepi dan tidak ada polisi”(wawancara, 11 Februari 2017). 
	dari hasil wawancara tersebut senada pula apa yang disampaikan oleh Desi Amalia dengan kutipan : “pernah, waktu saya buru-buru pulang kerumah karena ada buku yang ketinggalan” (wawancara 11 Februari 2017)
	Dari beberapa hasil wawancara yang telah dipaparkan jelas terlihat masih banyak siswa yang tidak sadar akan keselamatannya dalam berlalu lintas jalan dan hal ini dipertegas pula dari keterangan responden yang mayoritas pernah berkendara dengan kecepatan yang tinggi begitupun berkendara dalam kondisi cuaca buruk. Dari serangkaian hal tersebut dapat kita lihat dari petikan hasil wawancara dengan Ahmad Maisar Suhadi Yusri: “pernah hujan deras beserta petir, saya tetap berkendara”(wawancara 23 Februari 2017)
	Berdasar dari fenomena-fenomena yang telah dijelaskan tentang hasil wawancara oleh peneliti terhadap responden, selaras pula dengan keterangan dari hasil wawancara yang menunjukkan hampir keseluruhan pernah mengalami kecelakaan dalam berlalu lintas jalan, adapun keterangan tersebut dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan Fahrul Mubarak, sebagai berikut : “pernah, waktu itu motor saya tidak memiliki kaca spion sehingga saya tidak melihat ada mobil dari belakang, akibatnya saya terserempet mobil”  (wawancara, 23 Februari 2017)
“Terjatuh karena jalanan licin dan kecepatan kendaraan saya agak tinggi” (wawancara, 23 Februari 2016)
“Pernah pada saat itu pulang dari kegiatan osis di sekolah, karena sudah menjelang maghrib jadi terburu-buru agak balap sedikit, tiba-tiba ada kucing melintas jadi harus resm tiba-tiba dan berat motor tidak bisa saya kendalikan akhirnya saya jatuh” (wawancara 23 februari 2017)
	Dari beberapa kutipan tersebut dapat dianalisa kecelakaan diakibatkan karena kelalaian dari pengendara itu sendiri adapun beberapa kecelakaan yang diakibatkan dari pengendara lain sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Muhammad Zilan, sebagai berikut : “pernah saat berpapasan dengan kendaraan yang berlawanan arah”
(wawancara 23 Februari 2017)
“Pernah pada saat saya keluar dari lorong tiba-tiba ada juga motor melintas dari arah kanan jadi saya tabrak sisi kiri motor tersebut” (wawancara 23 Februari 2017)
	“pernah gara-gara pengendara lain tidak mempunyai lampu motor jadi terjadilah tabrakan” (wawancara 23 Februari 2017)
	Berdasar dari serangkaian hasil wawancara yang telah dijelaskan, hal menarik yang peneliti jumpai, dalam daftar pertanyaan responden juga diminta keterangan tentang pendapat yang berkaitan dengan penyebab meningkatnya kecelakaan berlalu lintas dan jawaban responden memberi keterangan dengan mayoritas menjawab kurangnya kesadaran, kurangnya kepatuhan, dan kurangnya pengetahuan. Adapun jawaban dari responden tersebut sebagai berikut :
“Karena tidak patuh dan sadar serta kurang paham aturan” (wawancara 23 februari)
“Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, khususnya saya” (wawancara 23 Februari 2016)
	Dari pemahaman responden tersebut tentu tidak dibarengi dengan perilaku dan pentingnya kepatuhan berlalu lintas jalan sebagaimana apa yang sudah dikemukakan terlebih dahulu.
	Kemudian responden diminta keterangan jika seandainya mereka menjadi pelopor lalu lintas apa yang mereka lakukan untuk meningkatkan kesadaran pengendara terhadap kepatuhan hukum berlalu lintas jalan, dari hasil wawancara mayoritas responden berpendapat akan melakukan sosialisasi dan memperketat keamanan di jalan raya dan adapun pendapat yang dikemukakan responden diantaranya adalah mematuhi aturan lalu lintas dan menjadi contoh bagi pengendara lain, meningkatkan penegakan hukum dan memberikan penghargaan terhadap pelaku lalu lintas yang tertib.  Dari serangkaian pendapat tersebut peneliti sepakat dan menandakan bahwa masyarakat paham akan pentingnya hukum berlalu lintas.

3.	Strategi yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Jalan di Kabupaten Bulukumba
	Berbagai permasalahan yang telah diuraikan dari hasil peneltian merupakan masalah serius dalam berlalu lintas jalan di Kabupaten Bulukumba, sehingga diperlukan sebuah strategi guna meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat dalam berkendara. Berkaitan dengan upaya menemukan strategi dalam meningkatkan kepatuhan hukum berlalu lintas jalan di Kabupaten Bulukumba, penulis melaksanakan wawancara terhadap narasumber (informan) yang dianggap mengetahui dan berkompeten terhadap strategi meningkatkan kepatuhan hukum berlalu lintas jalan yakni anggota Satuan Lalu Lintas Polres Bulukumba dan Kasat Lantas Polres Bulukumba berkaitan tentang hasil penelitian dari angket dan wawancara yang telah dilaksanakan peneliti.
	Berikut hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2017 dengan Bapak Andi Almutra, sebagai berikut : 	“Dalam menjalankan tugas sebagai kepolisian lalu lintas kami senantiasa melaksanakan upaya sosialisasi dan menghimbau siswa dan masyarakat akan patuh, kami lakukan dengan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran berupa penjagaan dan pengaturan lalu lintas di sejumlah ruas jalan dan khususnya di daerah-daerah yang memang rawan macet dan terjadi kecelakaan, upaya lain yang kami lakukan adalah tindakan setelah terjadinya pelanggaran agar pelanggar dapat jera terhadap apa yang diperbuatnya, penelitian saudara kami sangat apresiasi karena memang upaya penertiban lalu lintas perlu dukungan dari berbagai pihak khususnya unsur pendidikan dan keluarga, seperti hasil penelitian saudara rendahnya tingkat kepatuhan dan minimnya pengetahuan dan kurangnya kesadaran siswa dan masyarakat dan tidak sadar akan pentingnya. Upaya yang kami lakukan sudah sebagaimana mestinya dan kalaupun ada yang kurang akan dimaksimalkan”.
	Dari keterangan di atas mengungkapkan bahwa pihak kepolisian telah mengupayakan berbagai hal yang terkait tentang penertiban lalu lintas melalui bebagai upaya, dan hal-hal yang berkaitan dengan rendahnya kepatuhan hukum diperlukan kerja sama dari berbagai pihak khususnya melalui pendidikan dan keluarga, namun pihak kepolisian sadar bahwa perlunya upaya-upaya yang akan dimaksimalkan dalam meningkatkan kepatuhan siswa dan masyarakat secara umum. Wawancara lebih lanjut kemudian dijelaskan oleh Kanit Laka Lantas Bapak Bripda Jumadi tentang upaya lain dalam menertibkan aturan lalu lintas di jalan raya. Berikut hasil wawancara tersebut :
“upaya yang kami lakukan selain yang kami jelaskan di atas adalah terjun langsung ke lapangan, misalnya mengadakan hunting (patroli), dilaksanakan dengan pengawasan langsung, mengadakan razia, dan setiap hari senin kami bagian dari SATLANTAS membagi diri menjadi pembina upacara di setiap sekolah SMP dan SMA di Kabupaten Bulukumba” (wawancara 1 Maret 2016) 
	Penulis juga melaksanakan wawancara yang berkaitan dengan penyebab meningkatnya kecelakaan di Kabupaten Bulukumba. Berikut hasil wawancara dengan Kasat Lantas AKP Harinah : 
“Meningkatnya angka kecelakaan di Kabupaten Bulukumba disamping hasil penelitian saudara memang karena padatnya kendaraan khususnya pada pagi dan siang hari (waktu dimana orang-orang mulai beraktfitas hingga selesai). 
	Dari keterangan di atas, mengungkapkan bahwa disamping rendahnya kepatuhan masyarakat, kepadatan lalu lintas di Kabupaten Bulukumba mengakibatkan meningkatnya kecelakaan dan hal ini  perlu diantisipasi agar Kabupaten Bulukumba kedepannya bisa lebih baik khususnya dalam hal berlalu lintas jalan. 

B. Pembahasan
1.	Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas siswa di Kabupaten Bulukumba.
	Dari hasil penelitian melalui teknik angket akan dibahas mengenai tingkat kepatuhan hukum berlalu lintas siswa, adapun pembahasan tersebut sebagai berikut :
	Sekaitan hasil penelitian ditinjau dari keempat aspek mengenai 1) peraturan perundangan, 2) petugas (polisi), 3) rambu-rambu dan marka jalan, 4) dukungan masyarakat ditemukan hasil dengan akumulasi tingkat kepatuhan hukum tergolong rendah, hal ini tentu keadaan yang harus diperhatikan mengingat berlalu lintas jalan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi siswa dalam menjalani aktifitasnya sehari-hari. Begitupun masyarakat pada umumnya. Khususnya dalam penelitian ini yang menjadi fokus dilihat dari pengendara sekaitan dua aspek dengan rendahnya pengetahuan hukum siswa dan dukungan masyarakat yang berarti menyangkut kesadaran siswa dan masyarakat itu sendiri.
	Dari hasil penelitian ini, tingkat kepatuhan hukum berlalu lintas jalan berada pada kategori kurang baik atau tergolong rendah dan hal ini bisa jadi menjadi pemicu permasalahan khususnya terhadap meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada siswa seperti yang terlihat pada tabel (4.4 hal 42).  
2.	Faktor Determinan yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Siswa SMA di Kabupaten Bulukumba
	Dari hasil penelitian melalui teknik wawancara akan dibahas mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum berlalu lintas siswa SMA Negeri 1 Bulukumba, adapun pembahasan tersebut sebagai berikut :
a.	Pengetahuan hukum berlalu lintas jalan
	Seseorang dalam berkendara terlebih dahulu harus memiliki pengetahuan tentang hukum berlalu lintas jalan agar dapat mematuhi aturan yang berlaku hal ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat lalu lintas jalan merupakan sarana yang sangat aktif digunakan oleh siswa dan  masyarakat dan hampir seluruh siswa dan masyarakat mempergunakannya sebagai sarana guna melaksanakan masing-masing aktifitasnya. Ketidak patuhan terhadap hukum lalu lintas tentu dengan mudah dapat mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan dijalan baik berupa kemacetan, kecelakaan maupun pertikaian yang diakibatkan kesalahpahaman oleh pengguna lalu lintas.
	Dari hasil wawancara pengetahuan hukum siswa dalam berlalu lintas jalan tergolong rendah, melihat dari itu dalam berkendara ada kecenderungan siswa dalam berlalu lintas jalan cukup mengetahui cara mengendarai kendaraan, adapun mengetahui aturan bukanlah hal yang menjadi masalah penting bagi siswa, karena dengan dapatnya mengendarai suatu kendaraan siswa sudah berlalu lintas meski tak mengetahui aturan hukumnya, hal ini terlihat dari mayoritas jawaban responden yang mengetahui seadanya tentang pengetahuan berlalu lintas berdasarkan pengalaman yang dia dapat selama berkendara. 
	Seharusnya pengetahuan tersebut mesti harus di pahami sebelum menggunakan sarana transportasi jalan atau paling tidak mengetahui aturan-aturan yang sangat penting untuk diperhatikan terutama mengenai persyaratan laik jalan pada sebuah kendaraan dan berdasar hasil wawancara pengetahuan inilah yang masih banyak siswa dan masyarakat belum mengetahuinya, padahal pengetahuan ini sangat penting karena dengan kendaraan yang tidak stabil atau tidak laik jalan bila dipergunakan tentu dapat membahayakan pengendara lain.
b.	Kesadaran hukum berlalu lintas merupakan bagian penting yang harus dimiliki pengendara, pengetahuan terhadap hukum tanpa dibarengi kesadaran untuk mematuhipun tidak ada gunanya. Dari hasil penelitian melalui wawancara menunjukkan siswa mengakui transportasi alat yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan dan sadar bahwa mematuhi hukum berlalu lintas itu sangatlah penting namun dalam bentuk perilaku mematuhi aturan, kesadaran siswa sangatlah rendah ini dapat kita lihat dari berbagai jenis pelanggaran yang biasa siswa lakukan dalam berkendara dan dari itu selaras dengan berbagai kecelakaan yang terjadi oleh pelanggar itu sendiri. 
	Rendahnya kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap tingginya angka kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Bulukumba khususnya pada siswa. Meningkatnya kecelakaan diakibatkan karena rendahnya kesadaran pengendara dan faktor jalan bukanlah menjadi penyebab karena kondisinya relatif baik dan ini selaras dengan hasil penelitian penulis, seringnya terjadi kecelakaan karena rendahnya kesadaran siswa dan masyarakat dalam mematuhi aturan berlalu lintas. 
	Dari hal tersebut sudah tentu sangat memprihatinkan, rendahnya kesadaran mematuhi hukum dapat mengakibatkan meningkatnya kecelakaan dan dampak dari kecelakaan itu sendiri dapat mengakibatkan luka-luka dan mengancam keselamatan jiwa serta kerugian materi bagi sipelaku dan korban dalam kecelakaan. Dan dari berbagai pelanggaran beserta dampaknya, masyarakat harusnya sadar dan menjadikan sebuah pembelajaran agar lebih dapat patuh dan memperhatikan manfaat dari hukum itu sendiri.
	Olehnya itu dari beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi maka diperlukan sebuah solusi agar dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat guna meminimalisir berbagai dampak dalam berlalu lintas jalan.
	Berdasarkan hasil penelitian pada tingkat kepatuhan hukum dan faktor determinan yang mempengaruhi kepatuhan hukum, hal ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh (H.C Kelman) yaitu teori kepatuhan hukum Compliance yaitu sebagai suatu kepatuhan yang di dasarkan pada suatu harapan atau imbalan untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaedah hukum yang bersangkutan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaedah hukum yang bersangkutan. Jika tidak ada hukum maka siswa tidak akan patuh, hal ini biasanya terjadi karena siswa menyepelehkan aturan yang ada karena ketiadaan aparat di tempat-tempat yang diperlukan.
	Dapat kita lihat bahwa teori kepatuhan Identification yaitu kepatuhan karena adanya kesadaran dalam diri sendiri dan Internalization yaitu kepatuhan itu karena adanya imbalan, hanya berlaku di kalangan sebagian kecil dari siswa yang sadar bahwa hukum itu di patuhi bukan karena adanya hukum dan sanksi akan tetapi karena kita sadar bahwa aturan di buat untuk mengtur kehidupan dalam masyarakat. 
	Berdasarkan hasil penelitian ini maka rekomendasi yang dapat diberikan oleh berbagai masalah lalu lintas dalam penelitian ini adalah menambah jumlah polisi, sebagaimana kita ketahui bahwa banyak siswa yang melakukan pelanggaran karena ketiadaan polisi di tempat-tempat tertentu. Menambah aturan hukum juga perlu dilakukan karena aturan hukum yang ada belum mampu memberikan kesadaran bagi setiap pengguna jalan untuk mematuhi setiap aturan yang telah di berlakukan saat ini. Selain itu sebaiknya membuat aturan yang lebih menyentuh kepada kebutuhan siswa, aturan tersebut lebih menyentuh kebutuhan siswa di jalan. 
	Selain dari beberapa rekomendasi di atas maka adapun rekomendasi lain yaitu memasukkan kepatuhan hukum ke dalam kurikulum melalui pembelajaran khusus atau memasukkannya ke pembelajaran PPKn sehingga program pemerintah untuk menertibkan aturan lalu lintas lebih berjalan sebagaimana mestinya.

3.	Strategi yang Telah Dilakukan Petugas Untuk Meningkatkan Kepatuhan Hukum Siswa dalam Berlalu Lintas Jalan di Kabupaten Bulukumba 
	Strategi dalam meningkatkan kepatuhan diperlukan guna menghadirkan solusi-solusi agar dapat terciptanya ketertiban, kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan atau paling tidak dapat meminimalisir berbagai permasalahan dalam berlalu lintas jalan. 
	Dari hasil penelitian melalui wawancara terhadap Kasat Lantas Polres Bulukumba dan Kanit Laka Lantas Polres Bulukumba dan peneliti disimpulkan beberapa strategi yang dapat dilakukan guna meningkatkan kepatuhan hukum berlalu lintas jalan di Kabupaten Bulukumba, adapun berbagai strategi sebagai berikut :
a)	Sosialisasi berlalu lintas jalan
	Sebagaimana hasil penelitian melalui wawancara terhadap kepolisian, bahwa dalam meningkatkan kepatuhan hukum siswa, maka upaya-upaya yang dilakukan akan di maksimalkan, dalam hal ini salah satu upaya yang dilakukan melalui sosialisasi dan hal ini selaras dengan tanggapan mayoritas responden melalui wawancara yang mengatakan guna meningkatkan kesadaran akan patuhnya berlalu lintas maka diperlukan sosialisasi. Sekaitan dengan hal itu maka upaya ini perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas khususnya siswa.
	Kegiatan sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan aturan berlalu lintas serta menumbuhkan kesadaran pengguna jalan agar dapat tertib dan mematuhi aturan demi ketertiban dan keselamatan berkendara serta disampaikan tentang sanksi segala bentuk pelanggaran berlalu lintas . dengan adanya sanksi tentu akan dapat membatasi niat pengguna lalu lintas. Dengan adanya sanksi tentu akan dapat membatasi niat pengguna lalu lintas yang ingin melanggar hukum.
	Sosialisasi ini diharapkan dapat merata bagi pengendara, terutama bagi siswa agar dapat tersentuh sosialisasi berupa kegiatan kunjungan ke setiap sekolah, setiap hari senin menjadi pembina upacara bergiliran di setiap sekolah SMP dan SMA di Kabupaten Bulukumba. Selain itu bentuk seminar akan pentingnya kepatuhan hukum berlalu lintas yang dilaksanakan kepolisian. Secara umum sosialisasi dapat pula dilaksanakan melalui media-media baik tentang petunjuk maupun peringatan pentingnya kepatuhan hukum berlalu lintas jalan dengan memasang sejumlah baliho, stiker dan sejenisnya beserta dapat pula dipublikasikan melalui radio-radio setempat serta TV lokal.
	Dalam sosialisasi juga memerlukan sebuah materi moral yang dapat menyentuh hati pengguna jalan agar dapat menyadari bahwa dengan mematuhi hukum berarti kita peduli dengan sesama dan keselamatan kita sendiri. Masyarakat juga harus menyadari tugas dan peran kepolisian lalu lintas yang senantiasa berusaha menjaga dan menertibkan lalu lintas demi masyarakat itu sendiri.
b)	Penertiban berlalu lintas jalan
	Penertiban berlalu lintas jalan sebagaimana hasil wawancara terhadap kepolisian merupakan upaya preventif yang dilakukan berupa tindakan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran dan terlebih untuk menghindari terjadinya dampak dari pelanggaran itu sendiri. Penertiban ini perlu ditingkatkan khususnya secara merata di setiap pos kepolisian lampu lalu lintas, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebagaimana dari hasil wawancara menunjukkan seringnya terjadi pelanggaran terhadap lampu lalu lintas, meskipun pelanggaran itu mayoritas terjadi pada saat sepi kendaraan namun hal ini tidak boleh menjadi budaya masyarakat mengingat untuk menghindari sebelum terjadinya berbagai hal yang tak di inginkan menyangkut kenyamanan dan keselamatan pengendara itu sendiri dan pengendara lain.
	Patroli berjalan juga merupakan upaya penertiban yang dilaksanakan kepolisian yang efektif dalam menertibkan pengendara yang masih saja tidak memperhatikan kelengkapan dalam berkendara begitupun kelengkapan kendaraannya yang sedang berkendara dibeberapa ruas jalan serta bagi pelanggar lalu lintas yang masih saja berusaha menghindari petugas dapat di amankan melalui patroli berjalan.
c)	Penegakan Hukum
	Penegakan hukum merupakan upaya represif yang dilakukan kepolisian berupa tindakan setelah terjadinya pelanggaran yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelanggar lalu lintas. Dengan adanya tindakan yang tegas terhadap setiap pelanggar lalu lintas tanpa terkecuali akan merubah tingkah laku pengendara dan lebih berhati-hati dalan berlalu lintas jalan.
	Dalam penegakan hukum berlalu lintas jalan yang dilakukan kepolisian, merupakan hal yang lumrah terjadi bila ada pelanggar mencoba untuk menyuap aparat kepolisian hal ini bisa dilakukan pengendara mengingat pengendara lebih memilih menyelesaikan secara cepat ketimbang harus melalui proses hukum yang sebenarnya dan terlebih lagi biaya denda atas sanksi yang dikenakan lebih rendah dari apa yang sebenarnya, begitupun bila terjadi kecelakaan lalu lintas pengendara cenderung memilih menyelesaikan langsung tanpa mengikuti proses hukum yang telah ditetapkan. Dari hal tersebut tentu tak memiliki peran berarti dalam memberikan efek jera, maka diperlukan tindakan tegas dengan memberlakukan prosedur hukum secara adil dan merata yang benar-benar dapat memberi efek jera terhadap pengendara.
	Dalam pelaksanaan penegakan hukum berlalu lintas terhadap pengendara yang melanggar kepolisian senantiasa memberikan arahan-arahan terkait bahaya dampak dari pelanggaran yang diperbuatnya, seperti pengendara roda dua yang tidak memakai helm tentu akan sangat berbahaya bagi keselamatannya. Tindakan ini diharapkan dapat berjalan maksimal dengan kemampuan menasehati lebih baik agar paling tidak memiliki pengaruh bagi pengendara yang telah melanggar agar benar-benar dapat menyadari akan dampak dari apa yang telah diperbuatnya.
d)	Peran Pendidikan
	Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang menjadi lebih baik, sebagaimana hasil penelitian melalui wawancara terhadap Kasat Lantas Polres Bulukumba dalam menciptakan kepatuhan siswa maka perlu dukungan dari berbagai pihak khususnya peran pendidikan. Dalam dunia pendidikan diharapkan sejak dini anak mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya mematuhi ketentuan berlalu lintas jalan sebelum benar-benar dapat menggunakan kendaraan.
	Pendidikan sendiri terbagi dalam tiga peran yaitu pendidikan formal, non formal dan informal, pendidikan formal merupakan pendidikan yang didapatkan dibangku sekolah sejak dini anak mendapatkan pengetahuan akan pentingnya berlalu lintas jalan disamping itu diharapkan dapat tumbuhnya kesadaran anak yang nantinya dapat menjadi bekal bila sudah dapat menggunakan kesadaran anak yang nantinya dapat menjadi bekal bila sudah dapat menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi mengingat transportasi jalan merupakan sarana yang hampir setiap orang menggunakannya untuk memenuhi segala aktifitas dan kebutuhannya. Pendidikan ini dapat dijalankan di sekolah dengan memberikan pemahaman kepada anak sebelum dan sesudah memulai mata pelajaran atau ditempuh dengan cara lain yang dianggap dapat efektif guna memberikan pengetahuan daan menanamkan sejak dini kesadaran pada anak agar pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas, begitupun pendidikan non formal pendidikan yang didapatkan diluar dari pendidikan formal yang dapat dilakanakan secara terstruktur dan berjenjang berupa dengan adanya sebuah lembaga kursus atau lembaga pelatihan yang terkelola dengan baik, disamping itu pelaksanaan seminar dan workshop sangat membantu dalam memberikan pemahaman hukum berlalu lintas jalan.
	Pendidikan informal adalah pendidikan yang didapatkan melalui keluarga dan lingkungan, pendidikan ini merupakan pendidikan pertama yang didapatkan seorang anak oleh keluarga yang akan membentuk watak, kebiasaan dan perilaku anak yang akan berpengaruh di masa depannya nanti. Diharapkan dalam keluarga khususnya orangtua senantiasa menanamkan moral yang baik kepada anak agar senantiasa berperilaku baik dan patuh terhadap hal-hal yang menjadi sebuah keharusan. Begitupun dalam dunia lalu lintas jalan sejak dini dalam keluarga agar anak sudah diperkenalkan berbagai pengetahuan tentang lalu lintas sesuai kemampuan yang dapat dicernanya dan juga ditumbuhkan kesadaran anak akan pentingnya patuh terhadap lalu lintas untuk menghindari berbagai dampak yang berbahaya bagi keselamatan. Disamping itu lingkungan juga memiliki peran yang sangat berarti bagi perkembangan anak, hal ini agar senantiasa di kontrol oleh orang tua agar tetap berada pada lingkungan yang baik guna dapat di contoh dan menumbuhkan perilaku yang baik pula pada anak.
e)	Penekanan pertambahan kendaraan
	Sekaitan dengan hasil penelitian melalui wawancara terhadap Kanit Laka Lantas Polres Bulukumba, perubahan sistem penjualan kendaraan diperlukan guna mengantisipasi meningkatnya angka kendaraan secara signifikan di Kabupaten Bulukumba yang berdampak dengan meningkatnya angka kecelakaan.
	Hal demikian memang benar adanya karena sistem penjualan sekaramg sangatlah mudah dengan DP yang murah masyarakat dengan mudah sudah dapat memiliki kendaraan yang dapat mengakibatkan pertumbuhan kendaraan sangat pesat, bahkan dalam satu keluarga terkadang memiliki beberapa kendaraan. Namun ini juga merupakan hal sangat dilematis dikarenakan memang perusahaan saling bersaing dalam melaksanakan penjualan kepada masyarakat dengan salah satu strategi pemasarannya dengan mengandalkan DP yang murah dan memang tidak dapat dipungkiri perusahaan tersebut juga sebagai sumber pencarian bagi yang bekerja di dalamnya, disamping itu seiring perkembangan zaman yang semakin maju dan modern sarana transportasipun sangat dibutuhkan belum lagi dalam era persaingan yang mengakibatkan keinginan masyarakat memiliki kendaraan sangat tinggi.
	Namun berdasar dari itu diperlukan solusi yang dapat menekan pertambahan kendaraan agar tidak meningkat semakin pesat, sekiranya sistem standar penjualan kendaraanpun perlu diatur oleh pemerintah tentang beberapa ketentuan-ketentuan yang menjadi acuan suatu perusahaan dalam memasarkan kendaraannya agar masyarakat tidak mudah memiliki kendaraan namun ketentuan inipun perlu kerja sama agar pihak perusahaanpun tak merasa dirugikan. Begitupula langkah yang dapat ditempuh pemerintah dengan membatasi kepemilikan kendaraan misalnya tiap satu keluarga hanya diperbolehkan memiliki sekian kendaraan yang memang seperlunya dan hal ini untuk mengantisipasi adanya satu keluarga yang memiliki beberapa kendaraan.
	Dengan membatasi kepemilikan kendaraan pemerintah diharapkan dapat menyediakan sarana transportasi umum yang memadai yang dapat dipergunakan masyarakat dalam memenuhi keperluannya khususnya bagi pelajar dan mahasiswa dengan tersedianya beberapa bus dan angkutan umum lainnya tentu akan mengurangi masyarakat berkendara pribadi. Dengan adanya kendaraan umum yang memadai ini diharapkan masyarakat tak semata-mata bergantung terhadap kendaraan pribadi.

A.	KESIMPULAN
	Berdasarkan hasil analisis data beserta pembahasan mengenai kepatuhan hukum berlalu lintas jalan di Kabupaten Bulukumba, dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.	Tingkat kepatuhan hukum berlalu lintas siswa di Kabupaten Bulukumba tergolong rendah berdasarkan indeks “2,42” berada pada kategori “kurang baik” atau “C”
2.	Faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum berlalu lintas siswa di Kabupaten Bulukumba diakibatkan oleh minimnya pengetahuan hukum berlalu lintas jalan dan kurangnya kesadaran hukum berlalu lintas jalan.
3.	Strategi yang telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan hukum berlalu lintas siswa di Kabupaten Bulukumba dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui upaya yang maksimal oleh kepolisian dalam menjalankan tugasnya perlu dukungan dari berbagi pihak khususnya melalui pendidikan formal, informal, serta pemerintah terkait

B.	SARAN
	Dari kesimpulan penelitian, maka ajukan saran sebagai berikut :
1.	Mengingat sarana transportasi lalu lintas jalan merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan hampir seluruh masyarakat mempergunakannya maka diharapkan siswa dan masyarakat pada umumnya dapat patuh dalam berlalu lintas jalan demi mewujudkan ketertiban, kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
2.	Hendaknya siswa dan masyarakat pada umunya dapat mematuhi hukum berlalu lintas jalan tak sekadar untuk terhindar dari sanksi melainkan sadar akan manfaat dari hukum itu sendiri.
3.	Diharapkan bagi siswa dan masyarakat pada umumnya agar dapat mendukung dan berpartisipasi atas segala upaya yang dilakukan kepolisian beserta unsur yang terkait dalam meningkatkan kepatuhan hukum berlalu lintas jalan.
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